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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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SALINAN PUTUSAN

Nomor 0176/Pdt.G/2013/PA.Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana 

terurai di bawah ini atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, 

tempat tinggal di, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai 

Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di 

Kota Kediri, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara 

pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, 

selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di 

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Agama Kediri tanggal 26 Maret 2013 yang terdaftar di register perkara 

Nomor 0176/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 26 Maret 2013, yang pada 

pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2011, Penggugat dengan Tergugat 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana 

Kutipan Akta Nikah Nomor 0090/26/II/2011 tanggal 17 Februari 2011;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat 

bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami 

isteri di Jl. Mayor Bismo Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota 

Kediri;

Disclaimer
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3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah 

dikaruniai 1 orang anak bernama, perempuan, umur 1 tahun sampai 

saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan 

dalam keadaan rukun, sejak Mei 2011 rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan: 

karena kondisi ekonomi yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, 

sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja 

Penggugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 

bulan Juli 2011 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan 

Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan 

sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami 

istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha 

menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun 

Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam 

rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan 

sudah tidak tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan 

Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu 

Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan 

perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah 

tidak tahan lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama 

Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan 

Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya 

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus 

menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, 

Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan 

berdasarkan relaas panggilan Nomor 0176/Pdt.G/2013/PA.Kdr tanggal 12 

April 2013, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri menyatakan 

bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti, 

selanjutnya Penggugat juga menyatakan tidak mengetahui keberadaan 

Tergugat, lalu Penggugat merubah tempat tinggal Tergugat dalam 

gugatannya sesuai dengan relaas tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, 

Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak 

pula menyuruh orang lain sebagai kuasa yang mewakilinya untuk hadir di 

persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh 

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri melalui Radio Jayabaya FM 

Kediri, dengan relaas panggilan pertama tanggal 28 April 2013 dan relaas 

panggilan kedua tanggal 21 Mei 2013 masing-masing Nomor 0176/

Pdt.G/2013/PA.Kdr;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi 

nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan 

mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka 

mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak 

dapat dilaksanakan, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan 

surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh 

Penggugat; 

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:
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1. Fotokopi KTP Nomor 3571025903910001 tanggal 06 Juli 2011 an. 

Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Kediri (bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0090/26/II/2011 tanggal 17 

Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri (bukti P.2);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan 

dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup 

serta telah dinazegelen; 

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang 

masing-masing bernama:

1. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal 

di Kota, Kota Kediri.

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, saksi 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi 

adalah bibi Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak bulan 

Februari 2011, selanjutnya tinggal bersama di Jl. Mayor Bismo 

Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan telah dikaruniai 

seorang anak perempuan;

- Bahwa tiga bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering 

berselisih dan bertengkar karena kondisi ekonomi yang disebabkan 

Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari 

bergantung dari hasil kerja Penggugat;

- Bahwa sejak 5 bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat 

akhirnya berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini selama 

lebih 2 tahun ini;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, 

namun tidak berhasil;

2. SAKSI umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal 

di, Kota Kediri.
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Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, saksi 

memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak ia belum nikah dan kenal 

dengan Tergugat sejak Tergugat nikah dengan Penggugat, karena 

saksi adalah tetangga Penggugat.

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sejak bulan 

Februari 2011, selanjutnya tinggal bersama di Jl. Mayor Bismo 

Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan telah dikaruniai 

seorang anak perempuan;

- Bahwa benar sejak lebih dari 2 tahun ini, Tergugat meninggalkan 

Tergugat tanpa diketahui keberadaannya;

- Bahwa sebelum Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat sering 

berselisih dan bertengkar karena kondisi ekonomi yang disebabkan 

Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari 

bergantung dari hasil kerja Penggugat;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, 

namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengakhiri keterangannya dan tidak 

mengajukan bukti-bukti lagi, dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap 

pada gugatannya dan mohon putusan; 

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala hal 

ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak 

terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok gugatan, Majelis 

terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama 

untuk mengadili gugatan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) 

Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan a quo telah diatur dalam Pasal 49 

huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. 

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana 
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telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat bertempat 

tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri dan berdasarkan P.2, 

Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kediri 

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Penggugat memiliki 

kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah bahwa 

Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan talak 

satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara 

Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan 

Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak 

pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah 

dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 27 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tidak 

disebabkan oleh alasan yang sah, namun Majelis Hakim tetap berusaha 

mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun 

lagi dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan 

tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi 

sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat 

dijalankan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan 

karenanya dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak 

keperdataannya di depan Pengadilan, maka selanjutnya Tergugat 

dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) 

HIR perkara ini diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat, hal 

tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Rawḍah al-Ṭālibῑn wa 
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‘Umdah al-Muftῑn karya al-Nawāwῑ (w. 676 H.) juz 11 halaman 194 yang 

berbunyi sebagai berikut;

وْ بعِذُرْهِِ جاَزَ سمَاَعُ الد�عوْىَ  َ وإَنِْ تعَذَ�رَ إحِضْاَرهُُ بتِوَاَريِهِ أ
يهِْ َ ل مُ عَ ْ ك حُ ْ �نةَُ واَل بيَ ْ  واَل

Artinya: “apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau 

enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa 

bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;  

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi 

Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi 

yang dihadirkan oleh Penggugat, masing-masing bernama (bibi 

Penggugat) dan (tetangga Penggugat), yang keterangannya saling 

bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan 

keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan 

fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan 

karena faktor ekonomi, yaitu Tergugat tidak sanggup memenuhi 

kebutuhan rumah tangga, sehingga beban keluarga ditanggung oleh 

Penggugat dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut sulit 

untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi 

dalam kehidupan rumah tangga yang baik;

- bahwa sejak 2 tahun ini Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, 

dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling bertemu 

ataupun berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai 

hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu 

kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara 

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan berakhir dengan 

pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 
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lebih 2 tahun ini tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan 

rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai 

suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha 

mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk 

kembali membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat, dan upaya 

perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak 

keluarga masing-masing, dengan demikian perceraian dipandang lebih 

baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;  

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana 

diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa:

- Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk mengadili gugatan a quo;

- Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk 

mengajukan gugatan a quo;

- Pokok gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, yaitu bahwa 

antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan 

kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam 

kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-

alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 

ayat (2) huruf (b dan f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 

19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta 

Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya 

gugatan Penggugat dapat dikabulkan;  

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan 

kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan 

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat 

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan 

Tergugat dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan 

dalam daftar yang disediakan untuk itu;
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Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di 

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada 

Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-

undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan 

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk 

mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, 

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat 

kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat 

Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan 

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sebesar Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Kediri dalam permusyawaratan 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 11 

September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 06 Dhul Qa'dah 1434 H. 

oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. 

MOH. MUCHSIN dan Drs. MOCH. RUSDI, masing-masing sebagai Hakim 

Anggota dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera 

Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera 

Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat;

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA
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Ttd. Ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI
Ttd.

Ttd.
Drs. MOCH. RUSDI

AHMAD ROJI, B.A.

RINCIAN BIAYA PERKARA:
1. Pendaftaran Rp 30.000,- Untuk Salinan yang sama bunyinya,

Oleh
Panitera,

ZAMAHSARI, S.Ag. 

2. Biaya Proses Rp 50.000,-

3. Biaya Panggilan
Rp 390.000,-

4. Redaksi Rp 5.000,-
5. Meterai Rp 6.000,-

Jumlah
Rp 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
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